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Abstrak 

Standar pelayanan wahana taman rekreasi  Gresik  serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi pelayanan wahana taman rekreasi baik upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik. pengguna wahana, maupun pihak pengelola wahana taman rekreasi. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pengelolaan standar pelayanan wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanakan pengawasan pengelolaan standar pelayanan yang dilakukan oleh  pihak wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis.  Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di lokasi standar pelayanan di aliran listrik pada mesin penggerak wahana  sekitar Wahana taman rekreasi di kabupaten Gresik  tidak efektif karena petugas masih mendapati  pelaku usaha atau pengelola wahana  belum melengkapi izin Operasional Standar Pelayanan, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap Wahana taman rekreasi di kabupaten Gresik   dikarenakan adanya faktor ekonomi dan sumberdaya manusia yang menjadi penghambat dalam penertiban   wahana taman rekreasi Gresik  di Kabupaten Gresik dan kendala terhadap proses pengawasan standar pelayanan wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik adalah dari segi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang belum melaksanakan sepenuhnya terhadap peraturan standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana, kurangnya anggaran dana yang terbatas, belum adanya tenaga teknisi pengujian kelaikan wahana.
Kata Kunci  : Pengawasan, Standar Pelayanan,  Wahana.
Abstract

Gresik recreational park service standards as well as the efforts made to cope with recreational park rides services, both efforts from the Gresik Regency Tourism and Culture Office. ride users, as well as the management of recreational park rides. The purpose of this study is to analyze the implementation of supervision carried out by the Department of Tourism and Culture on the management of service standards for Gresik recreational park rides in Gresik Regency in accordance with the provisions of applicable laws and regulations as well as to analyze the obstacles faced by the Department of Tourism and Culture in implementing supervision of the management of service standards carried out by the Gresik recreational park in Gresik Regency. This research uses sociological juridical research. The results of this research and discussion indicate that the supervision carried out by the Tourism and Culture Office at the location of service standards in the electric current on the engine driving the rides around the recreational park rides in Gresik district is not effective because officers still find that business actors or ride managers have not completed the Service Standard Operational permit. , there is no firm action from the office to control the recreational park rides in Gresik district due to economic factors and human resources that are obstacles in controlling the Gresik recreational park rides in Gresik Regency and obstacles to the process of monitoring the standard service for recreational park rides at Wahana Taman recreation in Gresik district is in terms of the Department of Tourism and Culture which has not fully implemented the regulations on security standards, comfort and safety of ride-hailing users, lack of a limited budget, and the absence of dragon vehicle fitness testing technician.

Keywords: Supervision, Service Standards, Rides.
PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan tuhan, tentunya manusia memiliki berbagai macam kebutuhan di dalam kehidupan-Nya. Sejalan dengan berkembangnya zaman, kebutuhan akan kehidupan tiap-tiap manusia semakin bervariasi. Salah satunya yaitu kebutuhan yang menjadi faktor untuk memotivasi diri, yakni kebutuhan akan hiburan yang dimana kebutuhan tersebut masuk ke dalam kategori kebutuhan yang bersifat rohani. Kebutuhan rohani merupakan “suatu kebutuhan yang dibutuhkan oleh seseorang yang bertujuan untuk memperoleh sesuatu hal bagi jiwanya secara kejiwaan.”  Kebutuhan rohani diantaranya: mendengarkan musik yang disukai, mengikuti acara siraman rohani, beribadah kepada Tuhan YME, melakukan sosialisasi, pendidikan, serta hiburan dan rekreasi(Husni, 2003).
Dalam era globalisasi saat ini, industri hiburan dan rekreasi merupakan industri yang mengalami perkembangan sangat pesat dan dapat diterima oleh kalangan pengguna wahana. Industri hiburan di Indonesia bukan hanya media elektronik saja, melainkan terdapat pula taman rekreasi yang saat ini digemari oleh semua kalangan pengguna wahana dengan tujuan sebagai sarana hiburan, sarana berkumpul dengan keluarga, serta sarana penyegaran untuk menghilangkan penat setelah beraktivitas(Taufiq, 2002).
Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi menyatakan bahwa : “Usaha taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi”. Salah satu yang terdapat didalam taman rekreasi adalah wahana, diantaranya meliputi : Ombak Banyu, Tong Setan, Bianglala, Kora-kora, Komedi Putar, Rumah Hantu, Lempar Gelang, Helikopter Putar, Perahu Colombus, Kereta Lokomotif, Mandi Bola, dan lain-lain. Wahana disini dapat diartikan sebagai jasa, jasa merupakan layanan berupa pekerjaan yang disediakan untuk pengguna wahana oleh pengelola wahana taman rekreasi.

Proses pengoperasian wahana taman rekreasi tersebut ada yang diputar secara teknis (mesin) oleh pengelola wahana dan adapula yang diputar dengan menggunakan tenaga manusia(Siagian, 2014). Konsumen jasa wahana saat ini bukan hanya kalangan dewasa saja, anak-anak pun juga tertarik bahkan menikmati pula wahana tersebut. Wahana taman rekreasi selain menjadi sarana hiburan bagi pengguna wahana, tentunya wahana tersebut dapat juga menjadi petaka bagi pengguna wahana yang menikmatinya.

Pengelola wahana sebagai pelaku usaha mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi manakala saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada saat pengoperasian wahana berlangsung. Kewajiban pelaku usaha tercantum didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan kewajiban pelaku usaha adalah:

   “ a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Beritikad baik bukan hanya kewajiban bagi pelaku usaha saja, melainkan konsumen diharapkan memiliki itikad baik dalam hal melakukan transaksi baik pembelian barang maupun jas(Sidarta, 2002).pabila terdapat kerugian, ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kesalahan teknis yang menyebabkan jatuhnya korban akibat penggunaan jasa, diharapkan pihak konsumen mendapatkan kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pihak pelaku usaha atau pengelola taman rekreasi.

Salah satu daerah yang masih banyak terdapat taman rekreasi adalah Kabupaten Gresik, Kabupaten Gresik yang terletak disebelah Barat Laut dari ibukota Provinsi Jawa Timur yakni Surabaya dengan luas wilayah 1.191,25 KM² yang tebagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Kabupaten Gresik juga memiliki wilayah kepulauan, yakni Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil disekitarnya. Secara geografis terletak antara 112º sampai dengan 113º Bujur Timur dan 7º sampai dengan 8º Lintang  Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gresik merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut, kecuali Kecamatan Panceng yang memiliki ketinggian 25 meter diatas permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yakni sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, Kecamatan Gresik, Kecamatan Manyar, Kecamatan Bungah, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean(Wahyu, 2015).

. Data jumlah taman rekreasi yang terdapat di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Data jumlah taman rekreasi di Kabupaten Gresik

	No.
	Nama Kecamatan
	Tahun 2016
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Total

	1. 
	Balongpanggang
	-
	-
	-
	0

	2. 
	Benjeng
	-
	-
	-
	0

	3. 
	Bungah
	4
	4
	3
	11

	4. 
	Cerme
	-
	-
	3
	3

	5. 
	Duduk Sampeyan 
	-
	-
	1
	1

	6. 
	Dukun
	-
	2
	1
	3

	7. 
	Driyorejo
	-
	-
	-
	0

	8. 
	Gresik
	-
	-
	-
	0

	9. 
	Kebomas
	-
	-
	-
	0

	10. 
	Kedamean
	-
	-
	1
	1

	11. 
	Manyar
	1
	1
	1
	3

	12. 
	Menganti
	-
	2
	3
	5

	13. 
	Panceng
	-
	2
	1
	3

	14. 
	Sidayu
	-
	-
	-
	0

	15. 
	Ujung Pangkah
	-
	2
	-
	2

	16. 
	Wringinanom
	-
	-
	-
	0


Sumber : Data Pengajuan Ijin Taman Rekreasi pada Kecamatan di Kabupaten Gresik tahun 2016 – 2018

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Gresik masih menjadi tempat yang memiliki jumlah taman rekreasi yang cukup banyak dan menyebar ditiap tahunnya dengan total 32 wahana taman rekreasi pada periode 2016 - 2018. Selain itu, terdapat beberapa ijin yang belum dimasukkan ke dalam register surat ijin keramaian. Kabupaten Gresik kecamatan yang memiliki jumlah ijin terbanyak terkait dengan ijin pendirian taman rekreasi yaitu di Kecamatan Bungah sebanyak 11 dan di Kecamatan Menganti sebanyak 11 ijin.

Berkaitan dengan wahana yang termasuk dalam taman rekreasi, maka pengelola taman rekreasi mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi (selanjutnya disebut Permen Parekraf). Pengelola wahana taman rekreasi dalam hal ini wajib melaksanakan pemberlakuan sertifikasi usaha taman rekreasi. Pasal 1 angka 4 Permen Parekraf menyatakan bahwa, “Sertifikasi Usaha Taman Rekreasi adalah proses pemberian sertifikat pada usaha taman rekreasi untuk mendukung peningkatan mutu, produk, pelayanan dan pengelolaan usaha taman rekreasi melalui audit pemenuhan standar usaha taman rekreasi”.

Standar usaha taman rekreasi tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Permen Parekraf yang menyatakan bahwa: “Standar Usaha Taman Rekreasi adalah rumusan kualifikasi usaha taman rekreasi dan/atau klasifikasi usaha taman rekreasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha taman rekreasi”. 

Cakupan dari aspek produk diantaranya mencakup unsur tempat dan ruang, serta fasilitas penunjang. Aspek pelayanan mencakup unsur prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure). Aspek pengelolaan mencakup mengenai unsur organisasi, manajemen, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Permen Parekraf bahwa:

“(1) Sertifikasi usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada standar usaha taman rekreasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

(2) Standar usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut usaha taman rekreasi, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan".

Standar usaha taman rekreasi mengenai aspek pelayanan terdiri dari beberapa sub-unsur yakni penyediaan, perawatan, dan pengoperasian terhadap peralatan serta wahana penunjang guna untuk menjamin keselamatan, pencegahan dan penanggulangan terhadap kebakaran atau keadaan darurat yang lainnya. Adanya keselamatan dan pertolongan pertama (P3K) dan menyediakan satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia.

Wahana taman rekreasi juga memerlukan adanya pembinan serta pengawasan dari pihak kementerian dan pemerintahan daerah setempat(Sutedi,2008). Hal tersebut tercantum dalam Pasal 13 Permen Parekraf yang menyatakan bahwa: “Kementerian dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan standar usaha taman rekreasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Pembinaan dan pengawasan terhadap adanya penerapan standar pelayanan dapat dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, mengingat bahwa pengawasan merupakan hal penting yang bertujuan untuk menghindari adanya kejadian kekeliruan-kekeliruan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, sebagai suatu usaha preventif, dan juga bertujuan untuk memperbaiki apabila telah terjadi kekeliruan sebagai suatu usaha represif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul yakni “PENGAWASAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PELAYANAN WAHANA TAMAN REKREASI DI KABUPATEN GRESIK”.

Terdapat dua rumusan masalah yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan :

1. Bagaimana bentuk pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik?

2. Apa kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik?

    Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pengawasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik dan menganalisis kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum Normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi  yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja(Mukti, 2010).
Ditinjau dari permasalahan penelitian ini yaitu “PENGAWASAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN TERHADAP PELAYANAN WAHANA TAMAN REKREASI DI KABUPATEN GRESIK”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan guna untuk meneliti mengenai Pelaksanaan Pengawasan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pelayanan Wahana Taman Rekreasi Di Kabupaten Gresik.
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari perilaku (hukum) masyarakat. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yaitu dengan mendengarkan secara seksama penuturan informan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data Sekunder diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (Mukti, 2010).
Data yang dikumpulkan berupa wawancara terhadap informan, visualisasi berupa gambar dan bukan angka-angka. Data-data yang dikumpulkan dapat dijadikan kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Zainuddin 2014). Penelitian ini dilakukan metode wawancara yaitu dengan mendengarkan secara seksama penuturan informan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pelayanan Wahana Taman Rekreasi Di Kabupaten Gresik.
     Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah wawancara , Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian terkait Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Operasional Standar Pelayanan Cair  wahana taman rekreasi Gresik  Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Wawancara;

2. Dokumentasi.

    Teknik analisis data yang digunakan terdapat tiga teknik analisis data pada kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data;

2. Penyajian Data;

3. Penarikan Kesimpulan.

HASIL dan PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Pengawasan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Terhadap Pelayanan Wahana Taman Rekreasi di Kabupaten Gresik  
Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik  yang dilihat dari beberapa komponen proses pengawasan yaitu sebagai berikut :

1) Bentuk Pengawasan;

2) Upaya pengawasan.

Pengawasan pada dasarnya sepenuhnya untuk upaya  penerapan fungsi norma-norma hukum secara nyata dalam pengguna wahana sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berpengguna wahana, berbangsa, dan bernegara(Lutfi, 1999).Proses pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan dengan pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau hasil akhir mengenai pelaksanaan usaha yang sudah dilaksanakan. Penegak hukum yang memiliki wewenang dan tugas dalam upaya pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi di gresik yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik.  Pengawasan sebagai salah satu kegiatan untuk meninjau secara langsung.
Operasional Standar Pelayanan yang berlangsung di  wahana taman rekreasi yang merupakan proses akhir yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pengelola wahana  dari kegiatan standar pelayanan wahana taman rekreasi . Berdasarkan adanya laporan terkait pelayanan wahana taman rekreasi  di kabupaten Gresik akibat upaya dan proses pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi yang kurang efektif terdapat program yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu:

a. Melakukan pemantauan serta pemeriksaan terhadap   wahana taman rekreasi;

b. Melakukan pengujian terhadap kelaikan wahana

c. Melakukan pengawasan terhadap operasional wahana ;

d. Melakukan penertiban terhadap industri  wahana taman rekreasi (yang tidak memiliki izin).

Pengawasan terhadap standar pelayanan wahana taman rekreasi  di pelaku usaha atau pengelola wahana  tersebut memberikan dasar pengaturan dalam menjaga kualitas standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik bersifat preventif, jadi pada proses pengawasan ini dengan melakukan pemeriksaan, pengujian, dan penegakan terhadap bagian operasional wahana yang berlangsung di  pelaku usaha atau pengelola wahana  dengan memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melakukan penertiban terhadap perusahaan guna memberikan sanksi terkait adanya larangan melakukan Operasional Standar Pelayanan operasional wahana ke media standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana.
Pelaksanaan pengawasan ini  agar dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan dengan teknik yang benar juga. Adapun teknik yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu: pemantauan, pemeriksaan, pengujian dan perbaikan(Sujamto, 1986):

a. Pemantauan;

Pemantauan dalam hal ini dimaksudkan bahwa dilakukan secara langsung yaitu dengan cara terjun ke lapangan sebagai informasi untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pelayanan wahana taman rekreasi, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pemantauannya menemukan indikasi proses operasional wahana gula yang diduga melakukan pelayanan wahana taman rekreasi, yaitu diantaranya Wahana taman rekreasi di Gresik.

b. Pemeriksaan;

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap  wahana taman rekreasi merupakan tindakan mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan pelayanan wahana taman rekreasi, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen izin, serta saluran pembuangan dari  wahana taman rekreasi. pemeriksaan terhadap surat-surat serta dokumen perusahaan baik dari izin pendirian usaha sampai izin Operasional Standar Pelayanan maka dapat dilihat tingkat ke legalan dari pelaku usaha atau pengelola wahana  tersebut, Pengaturan mengenai surat ijin Operasional Standar Pelayanan diatur dalam Pasal 20 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana yang menyebutkan: "setiap orang diperbolehkan memaintenance wahana ke media standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana, b. mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya". Berdasarkan peraturan tersebut maka dengan jelas diketahui bahwa suatu kewajiban bagi perusahaan untuk mempunyai izin Operasional Standar Pelayanan,  wahana taman rekreasi yang tidak melengkapi  izinnya, baik itu izin untuk pendirian usaha maupun izin Operasional Standar Pelayanan ke media standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana, sehingga perusahaan bisa dikatakan Ilegal, dikarenakan tidak memiliki izin dan melakukan Operasional Standar Pelayanan ke media standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana.

c. Pengujian;

Pengujian wahana aktif dilakukan secara langsung oleh tim dari provinsi yaitu dengan melakukan percobaan dan penelitian atas hasil sempel dari bagian obyek yang diuji agar dapat mengamati dan mengetahui kemungkinan terjadinya human error dan force majeur atau kerusakan aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan, Berdasarkan hasil pengujian kualitas kelaikan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menetapkan kualitas  sekitar  wahana taman rekreasi Gresik .
d. Penegakan;

Dalam tahap ini yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Pihak Kepolisan adalah melakukan penindakan secara langsung kepada perusahaan terhadap realita yang telah terjadi sebagai hasil kerja dari tugas yang telah diselesaikan baik itu sanksi dari administrasi maupun sanksi dari pidana, dalam melakukan penindakan memperhatikan dari hasil pemeriksaan serta uji kelaikan wahana, apabila pada pemeriksaan dan pengujian kelaikan wahana telah menyatakan bahwa adanya human error dan force majeur atau perusakan aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan kemudian penegakan dilaksanakan dengan pembekuan izin, penyitaan barang, hingga penutupan pelaku usaha atau pengelola wahana (Sukanda, 2009) Pada kenyataannya dilapangan pelaku usaha atau pengelola wahana  yang berkedapatan tidak memiliki izin Operasional Standar Pelayanan dan juga belum adanya penindakan dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap Operasional Standar Pelayanan yang ilegal tersebut, dikarenakan adanya faktor ekonomi yang menjadi penghambat dalam suatu penindakan terhadap  wahana taman rekreasi di  Kabupaten Gresik .
e. Rehabilitasi;

       Kegiatan dalam tahap ini adalah mencari jalan keluar untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi, guna mengembalikan fungsi standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana sebagaimana mestinya(Andrianto, 2002). Untuk sejauh ini baik dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pihak Kepolisian maupun dari perusahaan sendiri masih belum adanya upaya untuk melakukan perbaikan terhadap wahana yang rusak oleh teknisi wahana. Penegakan hukum administrasi yang bersifat represif merupakan tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi administrasi terhadap pencemar atau perusak standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana yaitu sanksi administrasi berupa:

1) Pemberian Teguran Keras;

2) Pembayaran Uang Paksa;

3) Penangguhan Berlakunya Izin;

4) Pencabutan Izin.

      Pemberian sanksi dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, penegakan tersebut mengarahkan pada upaya sanksi administratif. Penegakan represif terhadap  wahana taman rekreasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan tata aturan agar perusahaan tidak melanggar dan menyimpang peraturan perundang-undangan. Kegiatan penegakan represif sendiri tidak hanya berlangsung dan berlaku pada Wahana taman rekreasi di gresik  saja akan tetapi kepada seluruh pemilik perkebunan tebu dan  yang terdapat di Kabupaten Gresik. 

3) Upaya Penegakan

     Operasional Standar Pelayanan Standar pelayanan wahana taman rekreasi  harus dilakukan dengan memperhatikan  yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Penetapan aturan maupun teknis terkait Operasional Standar Pelayanan standar pelayanan wahana taman rekreasi  di  wahana taman rekreasi dimaksudkan sebagai upaya pelestarian kualitas serta fungsi standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana(Hamzah 2005). Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Upaya Yang Dilakukan

Upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik  terhadap Wahana taman rekreasi di gresik  dengan melakukan penegakan secara preventif terhadap pelaku usaha atau pengelola wahana . Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dalam mengawasi upaya dan proses pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi yang kurang efektif di Wahana taman rekreasi di gresik , dengan melakukan perubahan pola dan sistem pemeriksaan dimana banyak  yang melakukan proses Operasional Standar Pelayanan di selokan yang menuju ke aliran listrik pada mesin penggerak wahana . Hal tersebut membuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik sedang berupaya untuk melakukan jemput bola ke perusahaan untuk membina dan memberi arahan agar melakuan operasional wahana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan Operasional Standar Pelayanan illegal yang berdampak terhadap aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. 
    Tindak lanjut dari proses pemeriksaan di  wahana taman rekreasi adalah bentuk upaya khusus dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memberi kemudahan kepada perusahaan agar melakukan pengelolaan limbah yang benar, karena banyak  yang enggan memperhatikan ketentuan yang ada dan melebihi kapasitas daya tampung tempat Operasional Standar Pelayanan yang mereka miliki yang akhirnya terpaksa harus dialihkan untuk dialirkan ke  sekitaran Wahana taman rekreasi di gresik .

2) Upaya yang akan dilakukan

     Upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dalam melakukan penegakan terhadap upaya dan proses pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi yang kurang efektif dan proses operasional wahana di  wahana taman rekreasi Gresik , dengan melakukan pemulihan terhadap fungsi standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana, dalam hal ini yang berkewajiban dalam mengembalikan fungsi dari standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana yaitu perusahaan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi dijelaskan bahwa: 
“Standar usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut usaha taman rekreasi, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.”

Aspek Pelayanan, meliputi:

1. Pengadaan dan/atau penyediaan peralatan dan wahana penunjang bagi jaminan keselamatan pengunjung.

2. Perawatan secara berkala terhadap peralatan dan wahana penunjang sesuai petunjuk pabrik.

3. Pengoperasian peralatan dan wahana penunjang.

4. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.

5. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

6. Keamanan oleh satuan pengamanan yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

7. Penanganan keluhan pengunjung.

     Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut upaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembalikan fungsi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan dengan membebankan kepada  sebagai bentuk tanggung jawab akibat apa yang telah dilakukan. Namun untuk melakukan pengembalian fungsi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan seperti semula membutuhkan waktu yang cukup lama, dikarenakan harus melakukan pembersihan mulai dari titik human error dan force majeur hingga sepanjang aliran listrik pada mesin penggerak wahana  yang berdampak, dengan menerapkan asas pencemar membayar dalam pengembalian fungsi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan akibat human error dan force majeur. Dalam hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di lokasi Operasional Standar Pelayanan di aliran listrik pada mesin penggerak wahana  sekitar Wahana taman rekreasi di gresik , tidak efektif karena petugas masih mendapati  pelaku usaha atau pengelola wahana  belum melengkapi izin Operasional Standar Pelayanan, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik  dikarenakan adanya faktor ekonomi dan sumberdaya manusia yang menjadi penghambat dalam penertiban   wahana taman rekreasi Gresik  di Kabupaten Gresik dan penjelasan terkait permasalahan Operasional Standar Pelayanan standar pelayanan wahana taman rekreasi  di  Kabupaten Gresik, merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius yang menjadi perhatian baik dari pengguna wahana setempat, pemerintah, maupun instansi terkait, dikarenakan sifat pelanggarannya yang masuk dalam unsur human error dan force majeur dan perusakan standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana, sehingga telah dipandang sebagai salah satu permasalahan nasional yang harus ditegakkan dan diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

     Terkait belum adanya laporan yang diterima dari pihak kepolisian ini tidak menjadikan suatu alasan untuk membiarkan human error dan force majeur yang terus terjadi, adapun karakteristik upaya penegakan yang relevan terhadap penyelesaian pelanggaran pelayanan wahana taman rekreasi  akibat Operasional Standar Pelayanan standar pelayanan wahana taman rekreasi   yaitu melalui sanksi administratif, dikarenakan upaya penegakan pidana merupakan upaya penegakan terakhir (Ultimum Remedium) (Halim, 1986).Penjelasan tersebut dimaksudkan dapat memberikan langkah minimum sebagai gambaran dari suatu proses penegakan, sehingga kejadian serupa tidak terjadi dimasa yang akan datang.      
2. Kendala yang Dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Wahana Taman Rekreasi di Kabupaten Gresik
    Pengawasan Operasional Standar Pelayanan standar pelayanan wahana taman rekreasi  oleh  wahana taman rekreasi Gresik  di Kabupaten Gresik dalam melaksanakan pengawasannya bertujuan agar seluruh pelaksanaan dari setiap tahapan dapat berjalan dengan benar dan sesuai aturan, agar pelestarian fungsi standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana tetap terjaga(Koesnadi 2002).

    Bahwa dapat dikatakan setiap daerah yang memiliki  wahana taman rekreasi yang memadai dapat mengurangi resiko pelayanan wahana taman rekreasi akibat Operasional Standar Pelayanan yang dilakukan oleh  wahana taman rekreasi yang dapat mengancam fungsi standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana dan faktor keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengunjung manusia. Ancaman adanya gangguan pelayanan wahana taman rekreasi menjadi masalah ketika akibat human error dan force majeur tersebut menjadi wabah dan menyerang manusia, hal tersebut perlu diwaspadai apalagi perkembangan penyakit pada upaya dan proses pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi yang kurang efektif yang selalu berkembang dipengguna wahana adalah serangan lalat serta nyamuk demam berdarah. Penyakit tersebut menjadi masalah besar apalagi daerah tersebut terdampak, oleh karenanya perlu adanya pengawasan dan sanksi tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas maupun tim pengawas dengan melaksanakan penindakan terhadap perusahaan  wahana taman rekreasi tersebut akibat Operasional Standar Pelayanan standar pelayanan wahana taman rekreasi  pada aliran listrik pada mesin penggerak wahana . Tetapi dalam proses penindakan tersebut tidak lepas dari dari adanya kendala yang dialami oleh petugas baik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Didasarkan pada hasil wawancara bersama Ibu Rini Sumiati, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Human error dan force majeur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan di Wahana Taman Rekreasi Di Gresik,  Kabupaten Gresik terdapat beberapa kendala dalam proses penegakannya yaitu:
A. Kurangnya Tingkat Kesadaran Dari Pengguna Wahana

    Kendala utama yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait Operasional Standar Pelayanan yaitu tingkat kesadaran dari perusahaan  wahana taman rekreasi yang memaintenance wahana operasional wahananya ke media standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana. Dikarenakan meningkatnya human error dan force majeur akibat dari Operasional Standar Pelayanan ke aliran listrik pada mesin penggerak wahana  berdampak negatif terhadap aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan dan dapat memberikan pengaruh terhadap faktor keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengunjung. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kurangnya kesadaran akan faktor keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengunjung aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan dari perusahaan  wahana taman rekreasi Gresik  yang kurang memiliki tempat atau lahan untuk maintenance wahana yang memadai dan untuk perawatan dan pengecekan rutin  wahanaatau yang biasa disebut Instalasi listrik  wahana, ini yang menyebabkan  wahana taman rekreasi melakukan Operasional Standar Pelayanan secara langsung ke aliran listrik pada mesin penggerak wahana ;

2. Perusahaan beranggapan bahwa biaya untuk menambah  lebih baik digunakan untuk menambah biaya maintenance dan operasional.

     Ini yang menjadi alasan bahwa tingkat kesadaran dari  wahana taman rekreasi masih terbilang kurang, maka dari itu upaya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan penertiban kepada perusahaan  wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik termasuk kepada Wahana taman rekreasi di gresik .

B. Belum Ada Tenaga Teknisi dan Instalasi Penguji Kelaikan Wahana 

    Faktor penghambat dalam melakukan penegakan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi  baik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maupun yaitu pada Tenaga teknisi dan instalasi kelistrikan sendiri untuk melakukan uji kelaikan wahana pada tingkat kerusakan wahana dari dinas masih meminta bantuan kepada tingkat provinsi yang didatangkan secara khusus oleh tim dari dinas untuk melakukan pengujian kelaikan wahana untuk mengetahui tingkat human error dan force majeur. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil wawancara bersama Ibu Rini Sumiati, S.Sos., M.Si selaku Kepala Seksi Pelayanan Wahana Taman Rekreasi.

Hal tersebut menjadi kendala dengan jumlah petugas yang terdapat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan petugas tersebut merupakan petugas yang bekerja dilapangan dan bergerak dibidang pengawasan langsung terhadap tindak pelayanan wahana taman rekreasi diseluruh Kabupaten Gresik, ini yang membuat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengalami kendala dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap perusahaan  wahana taman rekreasi yang terbukti melakukan pelayanan wahana taman rekreasi. Kebutuhan akan petugas di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Gresik yang kurang ini ditutupi dengan membuat kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi dengan berperan membantu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dalam mengawasi  wahana taman rekreasi di Kabupaten Gresik.

Kendala selanjutnya yang sering dialami oleh petugas pengawas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik adalah tingkat kesadaran pengguna wahana masih kurang, selain itu sumber daya pengguna wahana yang ada di kabupaten Gresik masih dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya yang belum mengerti dan tidak memahami apa itu peraturan yang sudah ditetapkan, hambatan lain yaitu kebiasaan  yang melakukan Operasional Standar Pelayanan standar pelayanan wahana taman rekreasi  secara langsung ke media standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana, ini dikarenakan  di Kabupaten Gresik cukup banyak dan melakukan proses operasional wahana dan operasional wahana dalam jumlah yang besar dan tidak melakukan pengolahan terhadap limbah operasional wahana sehingga mengakibatkan human error dan force majeur pada , kegiatan operasional wahana dengan memaintenance wahana pada aliran listrik pada mesin penggerak wahana  ini sudah dilakukan cukup lama dan tidak adanya upaya dari  wahana taman rekreasi untuk melakukan perawatan dan pengecekan rutin  wahana yang sesuai dengan  aturan pemerintah.
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai  pelaksanaan pengawasan terhadap  wahana taman rekreasi terkait pengolahan dan Operasional Standar Pelayanan standar pelayanan wahana taman rekreasi  Wahana taman rekreasi di gresik  yang dialirkan ke   kabupaten Gresik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan aturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa pengawasan, tidak efektif karena pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di lokasi Operasional Standar Pelayanan di aliran listrik pada mesin penggerak wahana  sekitar Wahana taman rekreasi di gresik , petugas masih mendapati  yang belum melengkapi izin Operasional Standar Pelayanan, belum adanya penindakan secara tegas dari dinas untuk melakukan penertiban terhadap Wahana taman rekreasi di gresik   yang berkedapatan belum melengkapi izin Operasional Standar Pelayanan tersebut dikarenakan adanya faktor ekonomi dan sumberdaya manusia yang menjadi penghambat dalam penertiban   wahana taman rekreasi Gresik  di Kabupaten Gresik.

2. Kendala terhadap proses pengawasan standar pelayanan wahana taman rekreasi  di Wahana taman rekreasi di gresik  kabupaten Gresik adalah dari segi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang belum melaksanakan sepenuhnya terhadap peraturan standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana, kurangnya anggaran dana yang terbatas, belum adanya tenaga teknisi pengujian kelaikan wahana serta belum adanya  sendiri untuk pengujian, serta faktor ekonomi dan sumber daya manusia yang membuat lambatnya suatu penegakan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Saran

     Beberapa saran berikut dapat dijadikan sebuah masukan oleh para pihak yang terkait dalam penegakan hukum terkait upaya dan proses pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi yang kurang efektif dan operasional wahana yang bermasalah aliran listrik pada mesin penggerak wahana  di Kabupaten Gresik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik:

1. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap upaya dan proses pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi yang kurang efektif dan operasional wahana yang bermasalah aliran listrik pada mesin penggerak wahana  sekitaran Wahana Taman Rekreasi di Gresik , perlu dilakukan peningkatan jumlah tenaga pengawas dan petugas yang berwenang melakukan pengawasan. Selain itu perlu adanya rencana dan program  dalam mensosialisasi pihak pengelola wahana untuk menambah tenaga teknisi dan maintenance wahana  taman rekreasi yang masih belum sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten Gresik.

2. Bagi perusahaan  Wahana Taman Rekreasi Gresik  dan  lainnya di Kabupaten Gresik diharapkan dapat memperhatikan fungsi dari standar keamanan,kenyamanan dan keselamatan pengguna wahana dengan melakukan pengolahan dan penampungan upaya dan proses pengawasan terhadap pelayanan wahana taman rekreasi yang kurang efektif yang benar sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan serta aturan pemerintah setempat yang berlaku dan menambah jumlah baik kapasitas daya maintenance wahana ataupun membuat yang  agar tidak dialirkan ke  terlalu banyak guna menghindari standar pelayanan wahana taman rekreasi yang sesuai tersebut.
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